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d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
a. Seksi Pencegahan;
b. Seksi Kesiapsiagaan;

Pasal 24

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan di bidang
penanggulangan bencana pada pra bencana serta nemherdavaan

masyarakes,

(2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas bidang penceganan dan kesiapsiagaan di  bidang
penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan
masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Penanganan Darurat
Pasal 25

Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan

dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan

bencana pada saat terjadinya bencana.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
pada saat terjadinya bencana dan perianganan pengungsi;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan
penhanganan pengungsi;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat

terjadinya beri¢cana;
d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulan bencana

pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi ;
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BAB IX
ESELON
Pasal 35

(1) Kepala Unsur Pelaksana BPBD adalah jabatan Eselon Il.a.
(2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang adalah jabatan Eselon lll.a.
(3) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 36

Dalarmm melaksanakan tugasnya Kepala Badan bertanggung jawab
kepada Gubernur.
Pasal 37
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan para Unsur
Pengarah, Unsur Pelaksana,' menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unsur Pelaksana,

Sekretaris, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi meénerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BPBD
bertanggung jawab memimpin  dan  mengkoordinasikan
bawahannya serta membeckan hitohingan dan getunideqataside
bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 38
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib rrengikuti dan mematuhi

petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, tugasnya dilakukan oleh
seorang Sekretaris, atau salah setrang Kepala Bidang yang ditunjuk
oleh Gubernur,

BAB Xl
WEPEGRWRRAN
Pasal40

(1) Kepala Unsur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur.



(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala
Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada
Sekretaris Daerah.

BAB XlI
KEUANGAN
Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BPBD
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB Xl

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Gubernur.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Juld 2009
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Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Agustus 2000
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